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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2012 
TENTANG 

PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH 
UNTUK STABILISASI HARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan 
perdagangan yang tertuang dalam Rencana Strategis 
Kementerian Perdagangan 2010-2014, perlu menjaga 
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya 
beras; 

b. bahwa stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok 
khususnya beras di tingkat masyarakat sangat 
diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan 
harga pangan yang mengakibatkan keresahan 
masyarakat;  

c. bahwa salah satu cara yang dianggap baik untuk  
mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf 
b adalah penggunaan cadangan beras pemerintah 
melalui operasi pasar; 

d. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan cadangan 
beras pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf 
c diperlukan pengaturan penggunaan cadangan beras 
pemerintah untuk stabilisasi harga; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3039);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3656); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262); 
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10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia 
Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 77 Tahun 2011; 

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2010-2014; 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2012; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-
DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK 
STABILISASI HARGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik 
Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras 
nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik 
(BULOG) dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan 
darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakan 
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